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Islamic family law reform, particularly in the areas of divorce and
child custody, has become a crucial issue in line with the
increasing divorce rate and demands for gender justice and child
protection in the modern era. Family law practice is often still
dominated by a textual-formal approach that is not fully
responsive to social and humanitarian dynamics. This study aims
to analyze the role of maqasid al-syari’ah as a philosophical and
methodological foundation in the reform of divorce and child
custody law. This study uses a qualitative approach with a
normative-philosophical legal research method through a
literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources,
which are analyzed using deductive and inductive content analysis
techniques. The results show that maqasid al-syarT’ah, particularly
the principles of hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, and hifz al-
‘aql, play a significant role in driving a paradigm shift in Islamic
family law from textual legalism to substantive justice. The
magqasid approach has proven capable of accommodating the
protection of women’s and children’s rights and bridging the gap
between sharia norms and modern social realities. The
implications of this research confirm that maqasid al-syari’ah can
serve as a normative and methodological basis for reforming
regulations and practices of religious justice that are more humane,
gender-just, and child-oriented in the context of contemporary
Islamic family law.
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Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, reformasi hukum keluarga Islam menjadi isu penting di
banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah
bagaimana prinsip-prinsip maqasid syari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dapat
diintegrasikan secara adaptif dalam sistem hukum nasional yang terus berinteraksi
dengan nilai-nilai modernitas, keadilan gender, dan hak asasi manusia (Busriyanti et al.,
2025). Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga memperdebatkan
relasi antara syariah dan negara dalam konteks pluralitas hukum. Tantangan yang muncul
meliputi bagaimana menafsirkan maqasid secara dinamis agar selaras dengan prinsip
konstitusionalisme modern dan tuntutan keadilan sosial bagi semua warga negara.
Fenomena meningkatnya angka perceraian menjadi latar empiris yang menegaskan
urgensi reformasi hukum ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan
peningkatan signifikan kasus perceraian pascapandemi, di mana lebih dari 70%
disebabkan oleh faktor ekonomi dan disharmoni rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan
dampak sosial seperti peningkatan beban pengasuhan tunggal (single parenthood) serta
sengketa hak asuh anak (Majid, 2025). Selain itu, meningkatnya kesadaran perempuan
terhadap hak-haknya juga memicu perubahan pola gugatan cerai, dari yang semula
didominasi oleh pihak laki-laki menjadi lebih seimbang secara gender. Fenomena ini
memperlihatkan dinamika sosial yang menuntut sistem hukum keluarga untuk lebih
sensitif terhadap aspek keadilan dan kesejahteraan psikologis anak.

Secara normatif, hukum Islam menempatkan keluarga sebagai institusi dasar yang
harus dijaga kemaslahatannya (hifz al-usrah). Namun, praktik hukum perceraian dan hak
asuh di berbagai negara sering kali memperlihatkan kesenjangan antara teks normatif dan
realitas sosial, terutama dalam penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi
perempuan dan anak (Arrasyid et al., 2024). Misalnya, dalam beberapa konteks yuridis,
keputusan pengadilan masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat meskipun
mereka memiliki tanggung jawab ekonomi dan moral yang besar pascacerai. Kesenjangan
inilah yang menuntut reorientasi tafsir hukum Islam berbasis maqasid agar lebih responsif
terhadap perubahan struktur sosial. Di Indonesia, reformasi hukum keluarga telah
mengalami beberapa fase penting, mulai dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga
peraturan Mahkamah Agung yang berupaya menafsirkan kembali prinsip keadilan
substantif. Meski demikian, masih banyak regulasi yang belum secara eksplisit berbasis
pada magqasid syari’ah, khususnya terkait perlindungan anak pascacerai (Idris et al., 2024).
Beberapa pasal dalam KHI misalnya, masih bersifat deskriptif dan belum mengakomodasi
dimensi kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang independen. Reformasi kebijakan
yang lebih progresif dibutuhkan untuk menegaskan prinsip maslahah mursalah sebagai
dasar penetapan hukum.

Dalam konteks global, pendekatan maqasid syari’ah semakin diakui sebagai
paradigma hukum progresif yang mampu menjawab perubahan sosial modern. Penelitian
Karim & Mubhsin (2025) menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam kasus perceraian
akibat gangguan mental di Malaysia mampu mengedepankan nilai perlindungan hak
individu dan kemaslahatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas syariah dapat
bersinergi dengan prinsip-prinsip hukum kontemporer. Model penerapan maqasid juga
ditemukan di Maroko dan Tunisia, di mana reformasi hukum keluarga berorientasi pada
keadilan substantif melalui reinterpretasi teks keagamaan. Pendekatan ini
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memperlihatkan bahwa magqasid tidak bersifat statis, melainkan dapat menjadi kerangka
metodologis untuk mewujudkan human-centered law.

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketegangan antara
interpretasi klasik hukum Islam dan kebutuhan reformasi hukum keluarga yang responsif
terhadap realitas sosial modern. Banyak keputusan hukum masih didasarkan pada figh
tradisional tanpa mempertimbangkan konteks maqasid yang lebih luas, sehingga hak-hak
anak dan perempuan kerap terpinggirkan (Cahyono, 2024). Kecenderungan ini
menimbulkan paradoks antara klaim keadilan Islam dan praktik hukum yang masih bias
patriarki. Oleh karena itu, pembaruan paradigma hukum keluarga menjadi langkah
penting untuk menghadirkan maqasid sebagai instrumen keadilan substantif, bukan
sekadar legitimasi normatif. Selain itu, kesenjangan teoritis juga terlihat pada minimnya
literatur yang menghubungkan maqasid syari’ah dengan teori keadilan sosial modern.
Huda et al. (2024) menyoroti perlunya pendekatan maqasid yang kontekstual agar hukum
Islam tidak sekadar normatif, tetapi juga transformatif, terutama dalam menghadapi kasus
perceraian yang kompleks. Integrasi maqasid dengan teori keadilan seperti Rawlsian justice
atau Amartya Sen’s capability approach dapat memperluas horizon etis hukum Islam,
sehingga mampu mengakomodasi dimensi keadilan distributif dan kesejahteraan sosial
secara lebih luas.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengeksplorasi peran magqasi syari’ah sebagai
landasan filosofis dan metodologis dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak
di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif
peran magqasid syari’ah sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam reformasi
hukum perceraian dan hak asuh anak di era modern. Pendekatan ini diharapkan dapat
menjembatani antara prinsip ilahiah dan kebutuhan kemanusiaan universal. Dengan
mengedepankan prinsip tahgiq al-maslahah (realisasi kemaslahatan) dan raf’ al-mafsadah
(penghilangan kerusakan), maqasid berpotensi menjadi jembatan epistemologis antara
teks keagamaan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Secara
teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer
dengan menawarkan kerangka tafsir maqasid yang dinamis dan adaptif. Sementara secara
praktis, temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, hakim, dan
akademisi dalam menegakkan keadilan substantif berbasis kemaslahatan dalam kasus
perceraian dan pengasuhan anak. Pendekatan ini dapat menjadi dasar perumusan regulasi
baru yang lebih adil gender, berorientasi anak, dan sejalan dengan prinsip rahmatan lil-
‘alamin. Dengan demikian, reformasi hukum berbasis maqasid syari’ah bukan hanya
relevan secara teologis, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun
sistem hukum keluarga Islam yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan universal yang terus berkembang dalam konteks modern. Reformasi
semacam ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi moral dan sosial hukum Islam
dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan transformasi nilai keluarga
modern.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum
normatif-filosofis, yang bertujuan untuk mengkaji prinsip maqasid syari’ah sebagai
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kerangka konseptual dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak. Pendekatan
ini memungkinkan peneliti untuk memahami nilai-nilai dasar syariah, bukan hanya dalam
konteks normatif tekstual, tetapi juga dalam penerapan praktisnya terhadap dinamika
sosial dan hukum modern. Jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada kajian
terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-
Qur’an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal
hukum Islam, dan hasil penelitian yang relevan dengan reformasi hukum keluarga Islam,
sedangkan sumber tersier berupa ensiklopedia hukum Islam dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).
Data dikumpulkan dari sumber-sumber akademik yang kredibel, baik dari jurnal
internasional bereputasi maupun jurnal nasional. Data yang terkumpul kemudian
diverifikasi dengan metode triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan
reliabilitasnya (Cahyono, 2024; Huda et al.,, 2024). Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis isi (content analysis) dengan teknik deduktif-induktif. Pendekatan
deduktif digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip maqasid syari’ah dari sumber
klasik seperti al-Ghazali, al-Shatibi, dan Ibn Ashur, sementara pendekatan induktif
digunakan untuk menelaah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kasus hukum
perceraian dan hak asuh anak di Indonesia (Arrasyid et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan
Magqasid Syari’ah sebagai Fondasi Filosofis Reformasi Hukum

Prinsip maqasid al-syari’ah khususnya hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-
‘aql menjadi basis filosofis dalam pembentukan hukum keluarga Islam modern. Al-Shatibi
dan Ibn Ashur menekankan bahwa tujuan syariah bukan hanya menjaga teks, tetapi
mewujudkan kemaslahatan Penelitian Firdaus & Iwan (2024) menunjukkan bahwa
penentuan hak asuh anak dalam kasus anak hasil perkosaan, misalnya, perlu
mempertimbangkan maqasid kemanusiaan dan perlindungan jiwa anak. Di Indonesia, ini
tercermin dalam pertimbangan hakim agama yang semakin mengedepankan aspek
kemaslahatan anak di atas literalitas teks hukum. Prinsip maqasid syari’ah tidak hanya
berfungsi sebagai kerangka normatif bagi hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma etis
dan filosofis dalam merespons dinamika sosial kontemporer. Sebagai fondasi filosofis,
magqasid menawarkan pendekatan teleologis yang menekankan bahwa setiap ketentuan
hukum Islam memiliki tujuan moral dan kemanusiaan di baliknya (Tohari et al., 2022). Al-
Shatibi dalam al-Muwafagat menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami
secara kaku dan tekstual semata, melainkan harus diarahkan pada pencapaian
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) (Zuhdi &
Nasir, 2024). Dengan demikian, maqasid menjadi jembatan antara teks syariah yang
bersifat tetap dan konteks sosial yang terus berubah (Al-Turabi & Auda, 2025).

Pendekatan ini memperoleh penguatan dalam karya Ibn Ashur yang memandang
magqasid sebagai ruh al-syariah (jiwa syariah). la menekankan bahwa pemahaman magqasid
harus mengarahkan pembentukan hukum Islam agar sesuai dengan fitrah manusia dan
tuntutan keadilan sosial (Ibrahim et al., 2025). Dalam kerangka hukum keluarga Islam
modern, maqasid memandu legislator dan hakim untuk mempertimbangkan aspek
keadilan gender, perlindungan anak, dan martabat manusia sebagai manifestasi dari hifz
al-nafs dan hifz al-nasl (Nawir et al., 2024). Maka, hukum tidak hanya menjadi alat regulasi
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sosial, tetapi juga wahana aktualisasi nilai-nilai moral Islam (Busriyanti et al., 2025). Dalam
konteks reformasi hukum keluarga, maqasid mendorong reinterpretasi terhadap berbagai
isu sensitif seperti hak asuh, poligami, perwalian, dan perceraian. Penekanan pada magsad
al-‘adl dan magsad al-rahmah menjadikan hukum keluarga lebih adaptif terhadap realitas
sosial dan psikologis umat (Jamrozi et al., 2022). Dengan demikian, penerapan magqasid
bukan berarti mengubah esensi hukum Islam, tetapi memperluas horizon pemahamannya
agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Paradigma ini sekaligus menjadi kritik
terhadap pendekatan figh klasik yang terlalu terikat pada formalisme teks tanpa
memperhatikan aspek kemanusiaan di dalamnya (Musarrofa & Muttaqin, 2025).

Di Indonesia, transformasi pemikiran maqasid ini tampak jelas dalam praktik
peradilan agama. Pertimbangan hakim kini sering merujuk pada nilai kemaslahatan anak
dan keadilan sosial, bukan semata-mata pada hukum positif Islam yang tertulis
(Busriyanti et al.,, 2025). Misalnya, dalam penentuan hak asuh anak hasil perkosaan,
maqasid digunakan untuk memastikan perlindungan terhadap jiwa, harkat, dan masa
depan anak sebagai subjek hukum yang independen (Ibrahim et al.,, 2025). Hal ini
menunjukkan bahwa magqasid bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga alat hermeneutik
yang efektif dalam menafsirkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan (Al-Turabi &
Auda, 2025). Lebih jauh lagi, maqasid al-syari’ah membuka ruang bagi dialog antara
hukum Islam dan hak asasi manusia. Konsep hifz al-nafs dan hifz al-‘agl dapat dijadikan
titik temu dengan prinsip universal hak hidup dan kebebasan berpikir (Harefa, 2025).
Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi dipersepsikan sebagai sistem yang eksklusif
dan tertutup, melainkan sebagai sistem nilai yang dapat berkontribusi terhadap tatanan
hukum global. Reformasi berbasis maqasid ini mencerminkan semangat Islam sebagai
agama yang rahmatan lil-‘alamin membawa rahmat bagi seluruh alam (Zuhdi & Nasir,
2024).

Pendekatan maqasid juga memiliki implikasi epistemologis terhadap metodologi
ijtihad. Para mujtahid dan ahli hukum kontemporer dituntut untuk tidak hanya
menguasai teks dan kaidah figh, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan
psikologis masyarakat (Tohari et al., 2022). Tajdid al-figh berbasis maqasid menekankan
integrasi antara rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas (Musarrofa & Muttaqin, 2025).
Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh
dimensi filosofis dan etis dari syariah itu sendiri (Al-Turabi & Auda, 2025). Selain itu,
maqasid memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik di negara-negara Muslim
modern. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, kesetaraan gender, dan perlindungan
minoritas dapat dijustifikasi secara teologis melalui maqasid (Ibrahim et al., 2025).
Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, perlindungan terhadap perempuan dan anak
bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan perwujudan dari magsad kemanusiaan (Nawir
et al., 2024). Negara dengan basis hukum Islam dapat menjadikan maqasid sebagai
pedoman normatif dalam merumuskan undang-undang yang berkeadilan dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Busriyanti et al., 2025).

Akhirnya, maqasid al-syari’ah harus dipahami sebagai paradigma dinamis yang
mendorong pembaharuan berkelanjutan dalam hukum Islam. Ia berfungsi sebagai
kompas moral yang memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada kemaslahatan
manusia dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Dengan menjadikan maqasid sebagai
fondasi filosofis reformasi hukum, umat Islam dapat membangun sistem hukum yang
responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial tanpa kehilangan akar normatifnya dalam
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ajaran Islam. Pendekatan ini bukan sekadar modernisasi hukum, tetapi transformasi
menuju keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan ilahiah syariah.

Magqasid sebagai Metodologi dalam Reformasi Hukum Perceraian

Pendekatan magqasid sebagai metodologi dalam reformasi hukum perceraian
menegaskan bahwa syariah memiliki dimensi rasional dan etis yang bertujuan untuk
menjaga keutuhan keluarga sekaligus melindungi pihak-pihak yang rentan dalam
pernikahan. Melalui pendekatan normatif-induktif, maqasid dipahami bukan hanya
sebagai prinsip moral, tetapi juga metode interpretasi hukum yang dinamis dalam
menafsirkan teks dan konteks hukum perceraian modern (Harisudin, 2021). Dengan
demikian, magqasid tidak berhenti pada idealitas teologis, tetapi berfungsi sebagai
perangkat epistemologis dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan responsif
terhadap isu-isu gender dan sosial. Konsep magqasid al-usrah yang diperkenalkan oleh
Jamaluddin Athiyyah menekankan pentingnya melindungi struktur dan harmoni
keluarga (hifz al-usrah) melalui kebijakan hukum yang proporsional antara hak dan
kewajiban suami-istri (Busriyanti et al., 2025). Dalam konteks hukum perceraian, maqasid
al-usrah menuntut agar keputusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan legalitas
perceraian, tetapi juga implikasi sosial dan psikologis terhadap anak serta kesejahteraan
perempuan pasca-cerai (Rosyadi et al., 2024). Dengan cara ini, maqasid menjadi alat
evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam menjaga maqsad keadilan (magsad al-"adl) dan
kemanusiaan (magsad al-insaniyyah).

Sejalan dengan itu, penelitian (Nawir et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan
maqasid al-syari‘ah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia menuntun pada
reinterpretasi aturan perceraian yang lebih berpihak kepada perlindungan perempuan
dan anak. Pembatasan dispensasi nikah, pemberlakuan program mediasi, dan bimbingan
pasca-cerai adalah bentuk implementasi maqasid menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan
martabat manusia (hifz al-‘ird), yang menunjukkan orientasi hukum ke arah keadilan
substantif dan kemaslahatan keluarga. Selain menjadi kerangka etik, maqasid juga
berfungsi sebagai metodologi hukum yang mengedepankan prinsip fleksibilitas dan
kontekstualitas. Melalui analisis istislahi (berdasarkan kemaslahatan), para hakim dan
ulama dapat menafsirkan ulang pasal-pasal hukum perceraian agar selaras dengan
realitas sosial dan ekonomi perempuan modern, seperti dalam kasus masa ‘iddah bagi
perempuan karier yang ditinjau dari teori maqasid Najmuddin al-Tufi (Muslim et al,,
2024). Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak
statis terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam konteks kesetaraan gender, maqasid menjadi landasan moral dan yuridis
untuk menolak ketimpangan struktural dalam sistem hukum perceraian. Fitriyati et al.
(2025) menegaskan bahwa maqasid al-usrah dapat digunakan untuk menafsirkan ulang
kewajiban finansial dan tanggung jawab suami-istri secara lebih inklusif, sehingga hukum
keluarga Islam tidak lagi terjebak dalam pola patriarkal klasik. Prinsip ini mendorong
munculnya paradigma baru bahwa keadilan gender merupakan bagian integral dari
magqasid al-syari‘ah yang bertujuan memelihara keseimbangan sosial dan moral dalam
rumah tangga. Pendekatan maqasid juga menuntut adanya reformasi struktural dalam
lembaga peradilan agama. Hukum perceraian tidak cukup dilihat dari aspek legal-formal,
tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap
keluarga yang bercerai (Hasibuan & Mukhsin, 2025). Oleh karena itu, reformasi hukum
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yang berlandaskan maqasid mengarahkan sistem peradilan untuk menegakkan keadilan
substantif dengan menimbang magsad al-rahmah (kasih sayang) dan magaad al-‘adl
(keadilan).

Sementara itu, studi Zulaikha (2024) menunjukkan bahwa pengembangan maqasid
dalam bidang ekonomi keluarga seperti konteks mahar dan nafkah turut memengaruhi
reformasi hukum perceraian karena menyangkut stabilitas dan kesejahteraan pasca-cerai.
Dalam hal ini, maqasid menuntun agar aspek ekonomi keluarga tidak dipisahkan dari
tujuan utama hukum, yaitu menjaga kesejahteraan dan martabat seluruh anggota
keluarga. Lebih luas lagi, maqasid berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip
keadilan sosial dalam kebijakan publik terkait perceraian. Reformasi hukum harus
mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan pemulihan sosial,
terutama bagi perempuan yang terdampak perceraian (Basid et al, 2024). Dengan
demikian, maqasid berfungsi sebagai kerangka sistemik yang menghubungkan hukum
keluarga Islam dengan kebijakan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Akhirnya,
maqasid sebagai metodologi dalam reformasi hukum perceraian mengandung pesan
fundamental bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur, tetapi juga
menyembuhkan luka sosial dan moral akibat kegagalan rumah tangga. Melalui
pendekatan magqasid, hukum perceraian diarahkan untuk menjaga kemaslahatan
manusia, menegakkan keadilan, dan mengembalikan keseimbangan sosial sesuai dengan
nilai-nilai ilahiah syariah (Rosyadi et al., 2024).

Selain itu, maqasid sebagai metodologi reformasi hukum perceraian juga menuntut
rekontekstualisasi terhadap nilai-nilai moral dalam praktik sosial. Dalam banyak kasus,
perceraian tidak hanya mencerminkan kegagalan hubungan personal, tetapi juga
ketimpangan struktural dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, maqasid
mendorong para legislator dan hakim untuk memahami perceraian sebagai fenomena
multidimensi yang memerlukan pendekatan integral antara hukum, psikologi, dan
keadilan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa reformasi hukum tidak berhenti pada
revisi pasal, tetapi menembus hingga pada perbaikan sistem sosial yang mendukung
keluarga sebagai institusi dasar peradaban. Selanjutnya, maqasid memberikan arah bagi
pembentukan kebijakan sosial pasca-cerai yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Misalnya, penguatan hak ekonomi perempuan, akses terhadap konseling pasca-
perceraian, dan perlindungan anak menjadi bagian dari implementasi hifz al-nafs
(perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) (Rosyadi et al., 2024). Dalam
konteks ini, maqasid tidak hanya berperan dalam proses legislasi, tetapi juga dalam
penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan
pemulihan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tampil bukan sekadar normatif, tetapi
juga transformatif membangun harmoni antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan
kemanusiaan modern.

Lebih jauh, maqasid al-syari‘ah sebagai metodologi membuka ruang bagi inovasi
hukum yang berlandaskan keadilan substantif. Reformasi hukum perceraian yang
berpijak pada maqasid mengarahkan sistem hukum untuk tidak sekadar menghukum,
tetapi juga memulihkan memastikan bahwa setiap individu yang bercerai tetap
memperoleh martabat dan haknya sebagai manusia. Dalam konteks Indonesia, hal ini
sejalan dengan visi hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Magqasid sebagai metodologi reformasi hukum
perceraian bukan hanya memberikan kerangka normatif, tetapi juga arah praksis bagi
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pembentukan hukum keluarga yang adil, inklusif, dan humanis. Pendekatan ini
menegaskan bahwa hukum Islam harus terus bertransformasi untuk menjawab realitas
sosial, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai universal kemaslahatan, keadilan, dan
rahmat bagi seluruh umat manusia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa magasid al-syari’ah berperan sentral sebagai
fondasi filosofis sekaligus metodologi dalam reformasi hukum keluarga Islam, khususnya
pada isu perceraian dan hak asuh anak. Temuan utama menegaskan bahwa prinsip-
prinsip hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-‘aql tidak hanya berfungsi sebagai
norma etik, tetapi juga sebagai kerangka interpretatif yang memungkinkan hukum Islam
merespons dinamika sosial kontemporer secara kontekstual dan berkeadilan. Dalam
praktik peradilan agama di Indonesia, pendekatan magqasid terbukti mendorong
pergeseran dari legalisme tekstual menuju keadilan substantif yang menempatkan
kemaslahatan anak, perlindungan perempuan, dan martabat manusia sebagai prioritas
utama. Dengan demikian, penelitian ini secara langsung menjawab pertanyaan penelitian
dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum perceraian berbasis maqgasid mampu
menjembatani teks normatif syariah dengan realitas sosial modern tanpa kehilangan
landasan teologisnya. Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis,
penelitian ini memperkaya pengembangan hukum Islam kontemporer dengan
menawarkan kerangka tafsir maqasid yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada
keadilan sosial. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, legislator,
dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan hukum keluarga yang lebih
humanis dan responsif. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena
bersifat normatif-filosofis dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menggali
secara empiris praktik dan dampak konkret penerapan magqasid dalam putusan
pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan
pendekatan normatif dengan studi empiris, seperti analisis putusan pengadilan atau
wawancara dengan aparat peradilan, guna memperkuat validitas temuan serta
memperluas pemahaman tentang implementasi maqasid al-syari’ah dalam reformasi
hukum keluarga Islam di berbagai konteks sosial.
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